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 BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan 
pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka 
panjang. Pada dasarnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk mempercepat 
proses pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja, mengurangi 
pengangguran, memperbaiki tingkat pendapatan nasional, dan meningkatkan 
kualitas Sumber Daya Manusia, dimana secara potensial Indonesia mempunyai 
kemampuan sumber daya yang cukup untuk dikembangkan. 
Di sisi lain, dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, 
Indonesia dihadapkan oleh berbagai kendala seperti kesempatan kerja yang 
masih menjadi masalah utama. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan atau 
ketimpangan untuk mendapatkannya. Kesenjangan antara pertumbuhan 
angkatan kerja di satu pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian 
dalam menyerap tenaga kerja di pihak lain.  
Saat ini Indonesia telah diahadapkan dengan AEC (Asean Ecomomyc 
Comunity) atau biasa disebut MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), yang akan 
memperbolehkan setiap negara anggota ASEAN bebas keluar masuk ke negara 
di kawasan ASEAN. “Negara yang unggul dalam sumber dayanya akan 
memenangkan persaingan, sebaliknya negara yang tidak memiliki keunggulan 
bersaing dalam sumber daya akan kalah dengan persaingan dan tidak mencapai 
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banyak kemajuan”. (Suryana, 2006) 
Ketimpangan dalam mendapatkan kesempatan kerja akan berdampak 
pada meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran di Negara-negara 
sedang berkembang pada umumnya didominasi oleh pengangguran usia muda 
dan pengangguran berpendidikan (Todaro dan Smith, 2004) 
Pengangguran terdidik merupakan kekurangselarasan antara 
perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja. 
Hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya jenis pengangguran ini. 
Kebanyakan lembaga pendidikan di Negara berkembang hanya menciptakan 
pencari kerja bukan pencipta kerja (Suryana, 2006). Di sisi lain, pengangguran 
terdidik ini lebih memilih pekerjaan yang formal yang menempatkan mereka 
pada posisi tinggi, fasilitas yang nyaman, dan langsung mendapatkan gaji 
besar. 
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memberikan 
kontribusi yang besar terhadap PDB Indonesia. Jawa Timur memiliki PDRB 
yang cukup tinggi dengan menduduki posisi ke-2 setelah DKI Jakarta. Dibalik 
perekonomiannya yang tinggi, Provinsi Jawa Timur juga mengalami 
ketimpangan dalam masalah ketenagakerjaan yang salah satunya adalah 
masalah pengangguran. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka 
menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Jawa Timur tergolong cukup 
besar. 
Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan 
tertinggi yang ditamatkan di Jawa Timur sebesar 4,30% dan pada tahun 2014 
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sebesar 4,19%. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, tingkat 
pengangguran terbuka normal di suatu wilayah adalah tidak lebih dari 4%. 
Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur termasuk kategori tinggi karena 
rata-rata tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur lebih 
dari 4%. 
PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang 
bekerja dengan asumsi apabila PDRB mengalami peningkatan, maka jumlah 
nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan 
meningkat sehingga terjadi peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga 
kerja yang diminta atau berorientasi pada padat karya. Namun terdapat juga 
dalam teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah pengangguran. Dikatakan 
berpengaruh positif sebab pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh 
peningkatan kapasitas produksi, sehingga jumlah pengangguran tetap 
meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang berlangsung. Hal ini 
disebabkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut berorientasi pada 
padat modal (Radewa Rizki, 2014) 
Upah juga mempunya pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Jika 
semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada 
meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, 
perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat 
pada tingginya pengangguran. Sehingga diduga upah mempunyai pengaruh 
yang negatif terhadap kesempatan kerja (simanjuntak,1998). 
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Namun ada juga yang menyatakan bahwa, upah minimum adalah 
sebuah kontrofersi, bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan 
bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar 
sampai pada tingkat pendapatan “living wage”, yang berarti bahwa orang 
bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah 
minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi 
tenaga kerja terutama yang low skilled. Upah minimum dapat meningkatkan 
produktifitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti 
diperkirakan teori ekonomi konvensinal (kusnaini, D 1998). 
Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan guna menyerap banyak 
tenaga kerja juga dipengaruhi oleh besarnya investasi. Investasi merupakan 
salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengangguran, kalau investasi 
turun, maka kegiatan-kegiatan produksi secara nasional akan ikut turun (sejauh 
mana dampaknya tentu tergantung pada sektornya). Jika kegiatan produksi 
turun, dengan sendiri output pun merosot, dan kalau output terus menerus 
turun, maka pada gilirannya laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 
juga akan merosot, baik dalam angka persentase atau dalam kualitasnya (Fisal 
Basri dalam Lanskap Ekonomi Indonesia, 2009). 
Tapi pada kenyataanya sekarang investasi banyak bergerak di sektor 
jasa dan sektor padat modal. Sehingga pertumbuhan ekonomi hanya meningkat 
pada presentasenya saja tanpa diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Jika 
situasi timpang seperti ini terus berlanjut, maka output lambat laun tertekan, 
dan dalam waktu bersamaan masalah pengangguran tetap sulit diatasi. 
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Dilihat dari sisi pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk 
membeli barang dan jasa akan mendorong terciptanya lapangan kerja. 
Pemerintah dalam upaya menyediakan barang publik secara tidak langsung 
akan membuka kesempatan kerja. Lapangan kerja yang tersedia akibat dari 
aktivitas pemerintah akan dipengaruhi oleh jenis pengeluaran. Adapun 
kebijakan pemerintah dalam usahanya untuk menanggulangi masalah 
pengangguran melalui kebijakan fiskal, dalam hal ini pengeluaran pemerintah 
yang ekspansif tampaknya belum mendatangkan hasil yang signifikan, 
pengeluaran pemerintah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan ternyata 
diiringi pula oleh bertambahnya jumlah pengangguran. Hal ini bisa disebabkan 
oleh beberapa faktor diantaranya pengeluaran pemerintah yang tidak tepat 
sasaran, misalnya selama ini pengeluaran pembangunan lebih banyak 
ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang padat modal atau misalnya, 
untuk merestrukturisasi permodalan perusahaan-perusahaan konglomerat 
seperti bank-bank swasta atau juga karena sistem birokrasi pemerintah yang 
kurang efisien yang menyebabkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan 
serta penyalahgunaan anggaran, sehingga pengeluaran pemerintah menjadi 
tidak tepat sasaran dan jumlah pengangguran terbuka setiap tahunnya 
bertambah (Rizka Juita Rachim, 2013) 
Tingginya angka penganguran saat ini, memberikan catatan hitam pada 
pendidikan bangsa ini. Lulusan perguruan tinggi yang diharapkan dapat 
meminimalisir angka pengangguran ternyata tidak mampu menjawab 
tantangan di era globalisasi. Faktanya, saat ini pendidikan hanya dijadikan 
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status belaka oleh sebagian besar orang tanpa memperhatikan kualitas dari 
lulusannya itu sendiri. Mereka malah terjebak pada angka pengangguran 
terdidik yang selalu megalami fluktuasi setiap tahunnya. 
Semakin terdidik seseorang, harapan untuk mendapatkan pekerjaan 
yang diinginkan juga semakin tinggi. Hal tersebut membuat angkatan kerja 
terdidik lebih suka memilih menganggur daripada mendapat pekerjaan yang 
tidak sesuai dengan keinginannya. Pengangguran tenaga kerja terdidik tersebut 
menunjukkan perkembangan yang cukup menarik untuk diamati. (Tobing, 
1994) 
Berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang telah dijelaskan diatas 
maka menarik untuk mengamati masalah pengangguran terdidik dan mengkaji 
lebih dalam lagi kondisi pengangguran terdidik di Jawa Timur. Judul penelitian 
yang akan diangkat adalah “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap 
Pengangguran Terdidik Di Jawa Timur Tahun 2010-2014”. 
B. Perumusan Masalah 
Penelitian ini dilakukan untuk melihat Pengaruh PDRB, UMK, 
Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pengangguran Terdidik di 
Jawa Timur Tahun 2010-2014. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh 
variabel PDRB, UMK, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap 
Pengangguran Terdidik di Jawa Timur pada tahun 2010-2014. 
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C. Pembatasan Masalah 
Mengingat luasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka agar 
permasalahan tidak meluas, pembahasan dalam penelitian membatasi variabel 
independen yaitu PDRB, UMK, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah. PDRB 
yang dimaksud adalah data PDRB kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur atas 
dasar harga konstan tahun 2010 untuk perhitungan. Selain itu juga Variabel 
Upah yang diteliti adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur dari 
tahun 2010-2014.  
Investasi dalam penelitian ini adalah invetasi yang sudah mencakup 
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri  
(PMDN) disemua sektor setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pengeluaran 
Pemerintah mencakup belanja langsung maupun tidak langsung dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 
Sehingga bisa diketahui dari mana sumber yang paling berpengaruh dan 
dominan terhadap jumlah pengangguran terdidik di Jawa Timur. 
D. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat 
memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang 
ingin di capai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh PDRB, UMK, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap 
Pengangguran Terdidik di Jawa Timur pada tahun 2010-2014. 
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E. Kegunaan penilitian 
1. Bagi pemerintah Jawa Timur penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 
sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga yang 
terkait dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan masalah 
pengangguran terdidik di Jawa Timur. 
2. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain dan dapat  dijadikan kajian 
pustaka untuk melakukan penelitian berikutnya. 
 
 
